














c. 1 (satu) Sekretaris merangkap anggota;

d. 2 (dua) 4 (empat) orang anggota.

3. Keanggotaan Majelis dapat dijabat secara bergantian dengan jangka waktu
tertentu;

4. Pangkat dan Jabatan Anggota Majelis tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan
pangkat Pegawaiyang diperiksa.

Pasal 15

Majelis mempunyai tugas:

a. Mengawasi penerapan Kode Etik Penyelidik Bumi;

b. Melakukan persidangan dan menetapkan jenis pelanggaran Kode Etik Penyelidik
Bumi;

c. Membuat rekomendasi pemberian sanksi administrasi kepada Pejabat Pembina
Kepegawaian.

Pasal 16

Majelis dalam melaksanakan tugas berwenang untuk:

a. memanggil Pejabat Fungsional Penyelidik Bumi untuk didengar keterangannya
sebagai terperiksa;

b. menghadirkan saksi dan saksiahli untuk didengar keterangannya;

c. mengajukan pertanyaan secara langsung kepada terperiksa, saksi dan saksi ahli
mengenai sesuatu yang diperlukan dan berkaitan dengan pelanggaran yang
dilakukan oleh terperiksa;

d. memutuskan/menetapkan terperiksa terbukti atau tidak terbukti melakukan
pelanggaran;

e. memutuskan/menetapkan sanksi jika terperiksa terbukti melakukan pelanggaran
Kode Etik Penyelidik Bumi;

f. menjatuhkan sanksi secara alternatif atau kumulatif.

Pasal 17

1. Ketua Majelis berkewajiban:

a. melaksanakan koordinasi dengan anggota majelis untuk mempersiapkan
pelaksanaan sidang dengan mempelajari dan meneliti berkas perkara
pelanggaran Kode Etik Penyelidik Bumi;

b. menentukan jadual persidangan;

c. menentukan saksi-saksi yang perlu didengar keterangannya;

d. memimpin jalannya sidang;

e. menjelaskan alasan dan tujuan persaidangan;

f. mengatur anggota majelis untuk mengajuan pertanyaan kepada terperiksa,
saksi, dan saksi ahli;

g. mempertimbangkan saran, pendapat dari anggota majelis untuk merumuskan
putusan sidang;

h. menandatangani putusan sidang;

i. membacakan putusan hasil sidang;

j. menandatangani berita acara persidangan.

2. Wakil Ketua Majelis berkewajiban:

a. Membantu kelancaran pelaksanaan tugas Ketua Majelis;



b. Memimpin sidang apabila Ketua Majelis berhalangan;

c. Mengkoordinasikan kegiatan dengan Sekretaris Majelis;

d. Menendatangani berita acara persidangan.

3. Sekretaris Majelis berkewajiban:

a. Menyiapkan administrasi kepearluan sidang;

b. Membuat dan mengirimkan surat panggilan kepada terperiksa, saksi dan saksi
ahli yang diperlukan;

c. Menyusun berita acara persidangan;

d. Menya ipkan konsep putusan sidang;

e. Menyampaikan surat putusan sidang kepada terperiksa;

f. Membuat dan mengirimkan laporan hasil sidang kepada atasan terperiksa;

g. Menandatangani berita acara persidangan.

4. Anggota Majelis berkewajiban:

a. Mengajukan pertanyaan kepada terperiksa, saksi dan saksi ahli untuk
kepentingan peneriksaan;

b. Mengajukan saran kepada Ketua Majelis baik diminta ataupun tidak;

c. Mengikuti seluruh kegiatan persidangan termasuk melakukan penijauan di
lapangan.

Pasal 18

1. Anggota Majelis yang tidk setuju terhadap putusan sidang harus tetap
menandatangani putusan sidang;

2. Ketidaksetujuan sebagaimana simaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita
acara persidangan .

Pasal 19

1. Sidang Majelis tetap dapat dilaksanakan tanpa dihadiri oleh Terperiksa setelah
dipanggil secara sah tiga kali berturut-turut yang bersangkutan tidak hadir;

2. Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tenggang waaktu antara
surat panggilan pertama dan surat panggilan berikutnya 5 (lima) hari kerja;

3. Bahan pemeriksaan adalah berkas perkara terperiksa, surat-surat yang berkaitan,
keterangan saksi yang dapat dihadirkan;

4. Sidang majelis tetap memberikan putusan sidang walaupun terperiksa tidak hadir
dalam persidangan.

BABVII

KEPUTUSAN MAJELIS

Pasal 20

1. Keputusan Majelis berifat final dan keputusan yang diambil tidak dapat diajukan
keberatan;

2. Keputusan sidang majelis dapat diumumkan kepada masyarakat;

3. Salinan putusan sidang majelis disampaikan kepada Kepala Badan Geologi.

Pasal 21

1. Atasan langsung dari Penyelidik Bumi yang melanggar Kode Etik Penyelidik Bumi
berkewajiban untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Putusan
Sidang Majelis atas sanksi yang telah dijatuhkan;

2. Biaya penyelenggaraan sidang majels dibebankan kepada anggaran masing­
masing unit kerja.



BAB VIII

TERPERIKSA

Pasal22

1. Terperiksa berhak :

a. Mengetahui susunan keanggotaan majelis sebelum pelaksanaan sidang;

b. Menerima dan mempelajari isi berkas perkara paling lambat 3 (tiga) hari
sebelum dilaksanakan sidang;

c. Mengajukan pembelaan;

d. Mengajukan sanksi dalam proses pemeriksaan naupun persidangan;

e. Menerima salinan putusan sidang 2 (dua) hari kerja setelah putusan
dibacakan;

2. Terperiksa berkewajiban :

a. Memenuhi semua penggilan;

b. Menghadiri sidang sampai dengan selesai;

c. Menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Ketua dan Anggota Majelis
yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

d. Memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang majelis;

e. Berlaku sopan dan santun.

3. Terperiksa yang tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a harus memberikan keterangan yang benar secara tertulis dan
ditandatangani.

Pasal 23

Dengan terbitnya Keputusan Kepala Badan Geologi ini, maka Keputusan Kepala Badan

Geologi Nomor 201.K Tahun 2011 tanggal 24 Juni 2011 Tentang Kode Etik Pejabat

Fungsional Penyelidik Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dinyatakan

tidak berlaku.

Pasal24

Keputusan Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ini

mula i berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari

terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diadakan perubahan

sebagaimana mestinya .

SALINAN Keputusan Kepala Badan Geologi ini disampaikan kepada:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Sekretaris Jenderal KESDM;
4. Inspektur Jenderal KESDM;
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan ESDM;
6. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi KESDM;
7. Sekretaris dan Kepala Pusat di lingkungan Badan Geologi;
8. Seluruh Pejabat Fungsional Penyelidik Bumi melalui Kepala Pusat di lingkungan Badan

Geologi.


